
98 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1.  Diversi merupakan upaya yang tepat dan sesuai dengan kepentingan terbaik bagi 

dalam menyelesaikan perkara anak yang melakukan klitih di wilayah hukum 

Pengadilan Negeri Yogyakarta, anak yang menjadi pelaku klitih dapat secara langsung 

bertanggung jawab kepada korban dan anak pelakupun merasakan akibat dari 

tindakannya, hal ini membuat kedepannya anak pelaku bisa berfikir dalam bertindak. 

Bagi korban khususnya korban anak, anak yang menjadi korban juga tidak perlu turut 

masuk dalam proses peradilan, yang ditakutkan memberikan trauma kepada anak 

korban tersebut, karena mental yang belum siap untuk berada dalam proses peradilan, 

selain itu anak korban juga merasakan langsung bentuk tanggung jawab dari anak 

pelaku yang berupa turut serta membantu korban jika korban merasa kesulitan dalam 

melakukan kegiatan akibat dari tindakannya. Anak pelaku juga tidak perlu ditempatkan 

dalam LAPAS anak, yang ditakutkan memberikan dapat buruk bagi anak. Diversi juga 

mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dengan sebab akibat dari tingkah laku 

yang dilakukan, orang tuapun juga bisa semakin mengawasi anak dalam pergaulannya, 

karena anak salah dalam pergaulan ada pengaruh dari orang tua yang tidak begitu 

perhatian. 

2. Politik hukum dalam pelaksanaan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan 

hukum khususnya klitih di Daerah Istimewa Yogyakarta, politik hukum hadir untuk 

menyempurnakan hukum yang ada guna mencapai cita-cita hukum. Begitupun dengan 

pelaksanaan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum khususnya klitih, 

negara melihat anak perlu dilindungi dari segala aspek termasuk anak yang berkonflik 

dengan hukum, disini politik hukum hadir untuk memberikan pedoman bagi 

terlaksananya diversi, agar diversi dapat dilaksanakan sesuai dengan tepat sasaran. 
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Syarat diversipun dapat diubah oleh Politik Hukum, sebaiknya syarat diversi juga 

memperhatikan kondisi anak, usia anak yang berkonflik dengan hukum, usia korban, 

dampak bagi korban dari akibat tindak anak yang berkonflik dengan hukum. 

B. Saran 

Diversi haruslah tepat sasaran dan memperhatikan dari dua sisi, baik korban maupun 

pelaku, karena terkadang diversi hanya melihat satu sisi. Jika diversi berhasil dan anak 

dikembalikan kepada masyarakat, Pengadilan Negeri tetap harus mengawasi anak 

tersebut supaya tidak kembali melakukan tindak kejahatan, contohnya dengan adanya 

laporan setiap satu bulan selama 6 bulan. Syarat diversipun juga harus memperhatikan 

usia anak pelaku, anak korban, dan dampak yang terjadi pada korban. 
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